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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP) berdasarkan standar ISO 37001:2016
pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Manado dan menilai keselarasan implementasinya
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis empiris yang menggabungkan
analisis normatif dan temuan faktual melalui
wawancara serta observasi, penelitian ini
menunjukkan bahwa PTUN Manado telah
mengadopsi sejumlah instrumen SMAP, antara
lain  kebijakan anti-penyuapan, mekanisme
pengaduan, audit internal, serta digitalisasi
pembayaran  untuk  meminimalkan  risiko
penyimpangan. Meskipun demikian, efektivitas
implementasi masih dipengaruhi oleh tingkat
pemahaman aparatur dan kesiapan infrastruktur.
Secara keseluruhan, penerapan SMAP di PTUN
Manado telah mencerminkan komitmen institusi
dalam memperkuat integritas serta mendorong
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip anti-penyuapan
sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum
positif.

Kata kunci: SMAP, PTUN Manado, 1SO
37001:2016, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia  merupakan  negara  hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.° Konsekuensi dari penegasan tersebut
adalah bahwa segala bentuk penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan, termasuk dalam lembaga
peradilan, harus didasarkan atas supremasi hukum
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yang adil dan berkeadilan. Salah satu prinsip

fundamental dalam negara hukum adalah equality

before the law, di mana setiap orang memiliki

kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa
adanya diskriminasi atau perlakuan khusus®.

Meskipun Indonesia secara konstitusional
telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum,
namun dalam praktiknya, kenyataan menunjukkan
bahwa tindak pidana korupsi, khususnya dalam
bentuk suap-menyuap di lingkungan lembaga
peradilan, masih menjadi persoalan serius dan
mengakar. Ironisnya, praktik suap tersebut sering
melibatkan pihak-pihak penting yang justru
memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga
integritas  sistem  peradilan. Kondisi  ini
memberikan contoh buruk bagi proses penegakan
hukum di Indonesia, sebab dampaknya tidak hanya
mencederai kehormatan lembaga peradilan sebagai
pilar utama penegakan keadilan, tetapi juga
menggerus kepercayaan masyarakat terhadap
institusi tersebut sebagai tempat terakhir untuk
mencari keadilan.

Berdasarkan  berbagai laporan dari
lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
pemberantasan korupsi, terungkap bahwa
praktik suap dalam lingkungan peradilan
masih marak terjadi dengan berbagai modus,
seperti pemberian uang untuk memperlancar
proses administrasi, pengurusan perkara agar
diputus sesuai keinginan pihak tertentu,
bahkan hingga adanya intervensi terhadap
putusan pengadilan yang idealnya harus
didasarkan pada pertimbangan  hukum
objektif, bukan kepentingan politik atau
ekonomi sesaat.” Praktik semacam ini
berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Padahal, dalam teori hukum, integritas
lembaga peradilan merupakan elemen penting
dalam menjamin kepastian hukum?.

Untuk menghadapi tantangan tersebut,
negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan
hukum yang bertujuan untuk memberantas
praktik korupsi dan suap, salah satunya adalah
dengan  diterbitkannya = Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
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Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2018), hlm. 156



tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.® Tindak pidana korupsi, dalam sistem
hukum Indonesia, dikualifikasikan sebagai
salah satu bentuk tindak pidana khusus atau
extraordinary crime karena sifatnya yang luar
biasa, dampaknya yang sistemik terhadap
perekonomian negara, serta kompleksitas
modus operandi pelaku yang melibatkan
jabatan publik, birokrasi pemerintahan, bahkan
aparatur penegak hukum itu sendiri.'

Korupsi merupakan ancaman serius bagi
tata kelola pemerintahan yang bersih dan
transparan. Di Indonesia tindak pidana korupsi
semakin marak terjadi dan terus terungkap,
dengan aparat penegak hukum yang berperan
dalam pengungkapannya tidak terpusat pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi
juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian.
Dalam konteks pemberantasan tindak pidana
korupsi yang melibatkan aparat penegak
hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebagai lembaga independen memiliki
legal standing yang kuat sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,
tepatnya Pasal 11 huruf a, yang memberikan
kewenangan kepada KPK untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi yang
melibatkan aparat penegak hukum!'.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW),
jumlah kasus korupsi di Indonesia 2023 adalah
791 kasus dengan 1.695 tersangka. Data KPK
RI, 167 kepala daerah terjerat korupsi di tahun
2004-2024'2. Praktik korupsi dan penyuapan
telah menjadi permasalahan yang sangat serius
sehingga dapat mengancam integritas sistem

° Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5
dan Pasal 12.
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a.
12 Yandwiputra, A. R. (2024). ICW Catat Sepanjang
2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5
Tahun  Terakhir. Retrieved from  Tempo.co:
https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-
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peradilan di Indonesia, termasuk dalam
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Sebagai instansi yang mempunya
peran penting dalam mengawasi dan menilai
keabsahan tindakan pemerintah, PTUN
memiliki tanggung jawab besar untuk
memastikan proses peradilan yang bersih,
transparan, dan bebas dari segala bentuk
penyuapan'?,

Berangkat dari tingginya angka korupsi di
Indonesia, serta desakan dari masyarakat akan
adanya lembaga peradilan yang bersih dan
berintegritas, maka diterapkanlah Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP
mulai diperkenalkan sebagai bagian dari
standar internasional ISO 37001:2016 tentang
Anti-Bribery Management Systems. Penerapan
SMAP ini tidak berdiri sendiri, melainkan
merupakan bentuk tanggung jawab lembaga
peradilan untuk memastikan bahwa seluruh
aktivitas internal lembaga bebas dari praktik
suap, mulai dari proses administrasi, tahapan
persidangan, hingga pengambilan putusan. Hal
ini dilakukan demi menjamin bahwa produk
hukum  yang  dihasilkan  benar-benar
mencerminkan asas keadilan yang hakiki'.

Lahirnya SMAP di lembaga peradilan di
Indonesia juga merupakan respons terhadap
program reformasi birokrasi nasional yang
dicanangkan  oleh  pemerintah  untuk
menciptakan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang
salah satunya mensyaratkan penerapan standar
internasional anti-penyuapan sebagai bagian
dari upaya sistematis membangun budaya
integritas di lembaga peradilan'>. Mahkamah
Agung melalui Surat Edaran dan kebijakan

2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-
tahun-terakhir-57431
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kolusi-dan-nepotisme-serta-contoh-contohnya.

14 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,
hlm. 3-5.
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internalnya kemudian mendorong agar setiap
satuan kerja pengadilan di bawahnya
melaksanakan penerapan ISO 37001:2016
sebagai upaya membangun sistem pencegahan
korupsi yang efektif.

Dengan demikian, yang melatarbelakangi
lahirnya SMAP secara umum adalah adanya
kebutuhan mendesak akan sebuah sistem yang
dapat mencegah praktik penyuapan secara
menyeluruh, memperkuat budaya integritas
dalam pelayanan publik, serta memastikan
bahwa lembaga seperti pengadilan mampu
memberikan  pelayanan peradilan yang
profesional, transparan, dan akuntabel. Khusus
dalam konteks peradilan, penerapan SMAP
menjadi instrumen preventif yang sangat
penting  untuk  menjaga  kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan
sebagai institusi penegak keadilan yang bersih
dan berintegritas.

Dengan adanya integrasi antara kebijakan
anti penyuapan berbasis standar internasional
ISO 37001:2016 dan ketentuan perundang-
undangan nasional, penerapan SMAP di
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya
menjadi kewajiban administratif semata, tetapi
juga merupakan wujud tanggung jawab moral
dan konstitusional lembaga peradilan untuk
melaksanakan tugasnya secara bersih, jujur,
dan adil. Oleh sebab itu, penelitian mengenai
Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP) dalam Tindak Pidana Korupsi di
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
menjadi penting untuk dilakukan sebagai
kontribusi ~ akademik guna mendukung
perwujudan peradilan yang bebas dari praktik
penyuapan, sehingga dapat menghadirkan
keadilan hukum secara nyata bagi seluruh
masyarakat.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan terhadap penerapan
SMAP dalam tindak pidana korupsi?

WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah”,
hlm. 4-6.

16 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan
Tahunan 2023: Indeks Perilaku Antikorupsi Nasional,
(Jakarta: KPK, 2024), him. 12.

17 International Organization for Standardization, ISO
37001:2016 — Anti-Bribery Management Systems
(Geneva: IS0, 2016), hlm. 5.
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2. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang
digunakan oleh Penulis ialah metode penelitian
yuridis normatif dan empiris

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Penerapan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
dalam Tindak Pidana Korupsi

Salah satu permasalahan klasik dalam sistem
penyelenggaraan negara di Indonesia adalah
maraknya praktik korupsi dan penyuapan yang
telah mengakar dalam birokrasi pemerintahan.
Fenomena ini bukan hanya merusak tatanan
hukum, tetapi juga melemahkan legitimasi
pemerintah serta menggerus kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan.'® Untuk
menanggulangi  hal  tersebut,  dibutuhkan
pendekatan hukum yang tidak hanya menindak
setelah terjadi pelanggaran (represif), tetapi juga
mencegah sebelum tindak pidana korupsi terjadi
(preventif).

Dalam konteks ini, Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) hadir sebagai instrumen
hukum dan manajerial yang  berfungsi
mengendalikan risiko penyuapan di lingkungan
organisasi, baik publik maupun swasta.!”
Penerapan SMAP menjadi bagian dari agenda
reformasi birokrasi nasional dan kebijakan hukum
antikorupsi  yang  mengedepankan  prinsip
integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam
penyelenggaraan negara. !

Menurut Badan Standardisasi Nasional
(BSN), SNIISO 37001:2016 didefinisikan sebagai
“sistem manajemen yang dirancang untuk
membantu  organisasi ~ dalam  mencegah,
mendeteksi, dan menangani penyuapan serta
mematuhi peraturan perundang-undangan yang
relevan.”!” Artinya, SMAP tidak hanya bersifat
administratif, =~ melainkan  juga  merupakan
mekanisme hukum yang memastikan bahwa setiap
tindakan, keputusan, dan kebijakan lembaga
dijalankan sesuai prinsip antikorupsi.

8K ementerian PANRB, Permen No. 10 Tahun 2019
tentang Zona Integritas, hlm. 4.

19 Badan Standardisasi Nasional, SNI ISO 37001:2016 —
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Jakarta: BSN,
2020), hlm. 7



Secara normatif, penerapan SMAP di
Indonesia berpijak pada prinsip rule of law
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip tersebut
mengandung makna bahwa seluruh kekuasaan
negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang
menjamin keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu,
segala bentuk kebijakan antikorupsi, termasuk
penerapan SMAP, merupakan perwujudan
langsung dari prinsip negara hukum tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum
harus bergerak mengikuti kebutuhan sosial, sebab
“hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan
untuk manusia.”?® Berdasarkan perspektif hukum
progresif tersebut, penerapan SMAP dapat
dipahami sebagai wujud dari hukum yang adaptif
terhadap tantangan zaman, terutama dalam
menanggulangi praktik suap yang semakin
kompleks.

Dalam implementasinya, SMAP tidak hanya
memperkuat sistem pengawasan internal, tetapi
juga berfungsi sebagai preventive control
mechanism terhadap potensi tindak pidana
korupsi.?! Hal ini sejalan dengan teori compliance-
based approach yang menekankan pentingnya
penguatan sistem kelembagaan melalui regulasi,
pelatihan, dan audit internal untuk mencegah
penyimpangan.??

Di lingkungan peradilan, khususnya di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengaturan
dan penerapan SMAP telah menjadi bagian dari
program pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).?
Dengan demikian, pengaturan SMAP bukan hanya
kebijakan administratif, melainkan juga kewajiban
yuridis dalam rangka mewujudkan peradilan yang
bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.

Oleh karena itu, pengaturan SMAP dalam
tindak pidana korupsi merupakan bagian dari
sistem  hukum nasional yang berfungsi
memperkuat tata kelola pemerintahan dan lembaga
peradilan. Pengaturan ini berpijak pada kombinasi
prinsip hukum nasional, nilai-nilai  etik

20" Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), him. 28.

2l Dwi Mulyani, “Efektivitas Implementasi ISO
37001:2016 dalam Upaya Pencegahan Suap di Instansi
Pemerintah,” Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol.
9 No. 1 (2022), hlm. 102.

22 A. Prasetyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
melalui SMAP (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021),
hlm. 70.

23 Mahkamah Agung R, Laporan Tahunan Tahun 2023,
him. 83.
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internasional, serta semangat reformasi birokrasi
yang menolak segala bentuk suap dan korupsi.

B. Penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata
Usaha Negeri Manado
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

menegaskan bahwa tindak pidana korupsi,
termasuk suap, merupakan kejahatan luar biasa
yang memerlukan penanganan khusus. Dalam
Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang
yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan
maksud agar pegawai tersebut melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya, dapat dipidana
penjara paling singkat satu tahun dan paling lama
lima tahun serta denda paling sedikit lima puluh
juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh
juta rupiah.>*

Penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Manado merupakan bagian dari
komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam membangun peradilan yang bersih,
transparan, dan akuntabel. SMAP mengacu pada
standar internasional ISO 37001:2016, sebuah
standar global yang dirancang untuk membantu
organisasi mencegah, mendeteksi, serta menangani
tindak penyuapan melalui pendekatan sistem
manajemen berbasis risiko dan pengendalian
internal yang terstruktur.?

Secara kelembagaan, PTUN Manado
menerapkan SMAP  sebagai bagian  dari
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih  Melayani (WBBM), sejalan dengan
program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.?
Penerapan ini mencakup penyusunan Kebijakan
Anti Penyuapan, pembentukan Fungsi Kepatuhan
Anti Suap (Anti-Bribery Compliance Function),
serta pengembangan mekanisme identifikasi dan
mitigasi risiko suap di setiap unit layanan
pengadilan.?’

Dalam operasionalnya, PTUN Manado
mengintegrasikan SMAP ke dalam seluruh proses

24 Republik Indonesia, UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal
5 ayat (1).

ZInternational Organization for Standardization, ISO
37001:2016 — Anti-Bribery Management Systems,
(Geneva: 1SO, 2016), him. 1.

26 Mahkamah Agung RI, Blueprint Pembaruan
Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Badan Litbang Diklat
MA RI, 2010), hlm. 75.

27 Kementerian PAN-RB, Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM, (Jakarta: KemenPAN-
RB, 2019), him. 22.



pelayanan publik, khususnya melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi pintu
utama interaksi antara pegawai dan pengguna
layanan. Mekanisme PTSP berfungsi untuk
membatasi interaksi langsung yang berpotensi
menimbulkan risiko suap, sejalan dengan pedoman
pelayanan publik dalam lingkungan peradilan.?®
Sebagian besar layanan, termasuk pendaftaran
perkara dan komunikasi persidangan, telah
dialihkan ke layanan e-Court dan e-Litigasi,
sebagai bentuk penguatan pencegahan suap
berbasis digital.?

Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado juga menerapkan sistem pengawasan
berlapis, termasuk penggunaan CCTV di seluruh
area layanan, pengendalian dokumen, pencatatan
elektronik, serta audit internal dan eksternal SMAP
yang dilakukan secara periodik.’® Pengguna
layanan juga diberikan jalur pelaporan pelanggaran
melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)
Mahkamah Agung, sebuah platform pelaporan
resmi yang direkomendasikan dalam pedoman
integritas peradilan.’!

Penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado berjalan berlandaskan kerangka hukum
nasional, khususnya ketentuan mengenai tindak
pidana penyuapan dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 yang mengatur larangan dan sanksi
pidana bagi pemberi maupun penerima suap.*?
Dengan demikian, Sistem Manajemen Anti
Penyuapan menjadi instrumen administratif yang
mendukung efektivitas norma pidana suap,
merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi
sebagaimana dianjurkan oleh doktrin hukum
administrasi modern dan kebijakan anti korupsi
nasional.*?

Secara keseluruhan, gambaran penerapan
SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
menunjukkan bahwa pengadilan ini telah
membangun sistem yang komprehensif, mencakup
kebijakan, kelembagaan, pengendalian

28 Mahkamah Agung R, Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Nomor  129/KMA/SK/VIII/2019  tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hlm. 3.

2% Mahkamah Agung RI, Perma Nomor 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik, Pasal 2-5.

30 PTUN Manado, Laporan Audit Internal SMAP Tahun
2024, hlm. 6.

3 Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pedoman
Pelaporan melalui SIWAS MA, (Jakarta: Bawas MA,
2022), him. 10.

32 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal
5,11, dan 12.
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operasional, audit, serta pengaduan publik yang
terintegrasi. Sistem ini menjadi dasar yang kuat
dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan
berintegritas, serta mendukung pelaksanaan
pelayanan publik yang bebas dari praktik suap.

Berdasarkan dokumen internal
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,
Implementasi SMAP dimulai dengan penyusunan
Kebijakan Anti Penyuapan yang ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan dan ditetapkan sebagai
panduan perilaku bagi seluruh aparatur. Kebijakan
ini menegaskan komitmen pengadilan untuk tidak
menerima, meminta, ataupun memberi suap dalam
bentuk apa pun, serta mewajibkan aparatur untuk
melaporkan setiap indikasi pelanggaran melalui
mekanisme resmi.>* Selain kebijakan tersebut,
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Suap (ABAC
Function) yang bertanggung jawab untuk
memantau implementasi SMAP, memperbarui
dokumen manajemen risiko, serta mengevaluasi
pengendalian internal secara berkala.

Dalam operasional layanan, Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado menerapkan SMAP
melalui integrasi ke dalam Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP). Seluruh layanan pengadilan, mulai
dari pendaftaran perkara, permohonan informasi,
hingga pengambilan salinan putusan, dilaksanakan
melalui satu pintu untuk meminimalkan kontak
langsung dengan pegawai teknis.

Pendekatan ini selaras dengan
rekomendasi Mahkamah Agung dalam pedoman
pelayanan  publik  peradilan.’®  Selain itu,
pengadilan mengoptimalkan layanan elektronik
seperti e-Court dan e-Litigasi, yang secara
signifikan =~ mengurangi  potensi  terjadinya
penyuapan karena seluruh proses berjalan secara
daring dan terdokumentasi.*’

Dalam hal pengawasan dan deteksi
pelanggaran, Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado menggunakan platform SIWAS MA,
sebuah  aplikasi  pelaporan  daring yang

33 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana,
(Jakarta: Kencana, 2018), him. 134.

3 PTUN Manado, Kebijakan Anti Penyuapan PTUN
Manado Tahun 2024, Dokumen Internal, hlm. 2.

35 Komite Nasional Anti Suap, Pedoman Fungsi
Kepatuhan Anti Suap (ABAC Function), (Jakarta:
KemenPANRB, 2021), him. 14.

36 Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Nomor  129/KMA/SK/VIII/2019  tentang
Pedoman PTSP, him. 3.

37 Mahkamah Agung RI, Perma Nomor 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, Pasal
4-5.



dikembangkan  oleh  Badan  Pengawasan
Mahkamah Agung dan ditujukan untuk
memudahkan masyarakat melaporkan dugaan
pelanggaran aparatur peradilan.3®

Pengadilan juga melaksanakan audit
internal dan eksternal Sistem Manajemen Anti
Penyuapan setiap tahun untuk memastikan
efektivitas sistem, kesesuaian dengan standar ISO,
dan konsistensi pelaksanaan SOP. Delapan area
risiko suap yang terdapat dalam risk register
dievaluasi secara berkala sesuai instruksi dalam
dokumen ISO 37001.%

Dari sisi budaya organisasi, Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado secara aktif
membangun budaya integritas melalui
penandatanganan Pakta Integritas, sosialisasi nilai-
nilai anti korupsi, dan pembinaan moral pegawai.
Langkah ini menunjukkan bahwa implementasi
Sistem Manajemen Anti Penyuapan tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga mendorong
pembentukan karakter organisasi yang
berintegritas.*’

Dengan demikian, implementasi SMAP di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado
dapat dikatakan berjalan efektif, terstruktur, dan
selaras dengan prinsip-prinsip pencegahan korupsi
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan ini bukan hanya
menjadi alat pencegahan suap, tetapi juga
memperkuat  profesionalitas  aparatur  serta
meningkatkan kepercayaan publik terhadap
pengadilan.

Dalam konteks lembaga peradilan,
termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Manado, ketentuan ini menjadi dasar normatif
dalam mencegah praktik suap di lingkungan
peradilan. SMAP kemudian diimplementasikan
sebagai sistem pengendalian internal yang
mendukung upaya pencegahan korupsi sesuai
dengan amanat Undang-Undang tersebut.

Penerapan SMAP di PTUN Manado
dilakukan sebagai bagian dari program reformasi
birokrasi Mahkamah Agung untuk mewujudkan
Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Berdasarkan dokumen implementasi SMAP PTUN
Manado Tahun 2023, terdapat sejumlah langkah
strategis yang dilakukan, antara lain:

3% Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pedoman
SIWAS Mahkamah Agung, (Jakarta: Bawas MA, 2022),
hlm. 10

3% PTUN Manado, Risk Register SMAP Tahun 2024,
hlm. 6-8.

40 Mahkamah Agung RI, Blueprint Pembaruan
Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Badan Litbang Diklat
MA RI, 2010), him. 92.
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1. Pembentukan Tim Kepatuhan Anti
Penyuapan (A4nti-Bribery Compliance
Function);

2. Penerapan kebijakan anti-penyuapan dan
kode etik integritas pegawai;

3. Penyusunan dan pelaksanaan pelatihan
internal terkait SMAP dan integritas
pelayanan publik;

4. Penguatan mekanisme pelaporan
pelanggaran  (Whistleblowing ~ System)
yang melibatkan partisipasi publik; dan

5. Audit internal serta evaluasi periodik oleh
tim eksternal independen.*!

Meskipun ~ PTUN  Manado  telah
memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016, namun
dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala,
seperti keterbatasan sumber daya manusia yang
berkompeten dalam manajemen risiko
penyuapan.*? Pada tahun 2022 ditemukan adanya
permasalahan pada server yang awalnya tidak
diketahui oleh pihak pengadilan. Setelah dilakukan
pemeriksaan, diketahui bahwa temuan tersebut
berasal dari hasil kunjungan tim Badan
Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung. Setelah
temuan tersebut, pihak pengadilan melakukan
perubahan pada sistem pembayaran yang
sebelumnya dilakukan secara tunai untuk
pembuatan surat kuasa. Mekanisme tersebut
kemudian dialihkan menggunakan pembayaran
berbasis QRIS guna mencegah terjadinya
kelebihan  pembayaran serta meningkatkan
transparansi dalam proses layanan. Pada tahun
2023, 2024 sampai sekarang sudah tidak ada
kendala dan sudah berjalan dengan baik sehingga
mendapatkan Predikat A.*3

Namun demikian, hasil observasi dan
dokumentasi menunjukkan bahwa penerapan
SMAP di PTUN Manado membawa dampak
positif  terhadap peningkatan integritas
kelembagaan. Salah satu indikatornya adalah
meningkatnya  transparansi ~ dalam  proses
pelayanan administrasi perkara serta menurunnya
potensi gratifikasi dalam hubungan antara aparatur
pengadilan dan pihak berperkara.**

Selain itu, keberhasilan penerapan SMAP
di PTUN Manado juga menjadi contoh
implementasi nyata dari asas lex specialis derogat
legi generali di mana norma khusus dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

41 PTUN Manado, Dokumen Implementasi SMAP PTUN

Manado Tahun 2023, him. 12—14.

42 D. Mulyani, op.cit., hlm. 112.

43 Joel J. A. Roeroe, wawancara oleh penulis, Kantor
PTUN Manado, 10 November 2025.

4 Mahkamah Agung R, Laporan Tahunan Tahun 2023,
hlm. 80-81.



menguatkan prinsip-prinsip integritas sebagaimana
diatur dalam ISO 37001:2016.% Dengan demikian,
SMAP berfungsi sebagai instrumen preventif
sekaligus edukatif yang sejalan dengan politik
hukum nasional pemberantasan korupsi di
Indonesia.

Mahkamah Agung dalam Laporan
Tahunan Tahun 2023 juga menegaskan bahwa
penguatan sistem SMAP menjadi bagian dari
agenda reformasi internal peradilan guna
mendorong peningkatan integritas hakim, panitera,
dan seluruh aparatur peradilan. Dengan sistem
tersebut, pengadilan diharapkan tidak hanya
menjadi lembaga yang menegakkan hukum, tetapi
juga menjadi teladan dalam praktik tata kelola
lembaga publik yang bersih dan bebas korupsi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado merupakan langkah strategis
dalam mendukung efektivitas Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Penerapan ini memperkuat
aspek preventif terhadap tindak pidana penyuapan
sekaligus membangun budaya integritas di
lingkungan lembaga peradilan administrasi. Oleh
karena itu, keberhasilan SMAP tidak hanya
bergantung pada struktur regulasi, tetapi juga pada
kesadaran etis dan moral seluruh aparatur dalam
mewujudkan peradilan yang bersih, transparan,
dan berkeadilan.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengaturan terhadap penerapan SMAP
dalam tindak pidana korupsi dapat
disimpulkan bahwa  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
belum mengatur secara eksplisit dan
komprehensif mengenai penerapan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan sebagai
instrumen pencegahan penyuapan.
Ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor
masih berfokus pada penindakan terhadap
perbuatan korupsi yang telah terjadi,
sehingga aspek pencegahan yang bersifat
sistemik dan manajerial, sebagaimana
diakomodasi dalam SMAP berbasis SNI
ISO 37001:2016, belum memperoleh
landasan yuridis yang kuat dan mengikat.
Akibatnya, penerapan SMAP di berbagai

4 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana
dalam  Penanggulangan  Kejahatan,  (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2018), him. 174.
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instansi dan badan hukum masih bersifat

sukarela serta belum terintegrasi secara

normatif dalam kebijakan hukum pidana
korupsi di Indonesia.

2. Penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado, berdasarkan penelitian
empiris melalui wawancara dengan
aparatur dan analisis dokumen internal,
menunjukkan bahwa sistem ini telah
diterapkan dengan mekanisme yang cukup
jelas dan sistematis. Penerapan tersebut
mencakup penyusunan kebijakan anti-
penyuapan, sosialisasi internal,
pengawasan secara berkala, pelaporan
indikasi pelanggaran, serta audit internal
yang  terstruktur. = Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa Sistem Manajemen
Anti  Penyuapan telah memberikan
kontribusi dalam meningkatkan kesadaran
aparatur terkait risiko penyuapan dan
mendorong kepatuhan terhadap ketentuan
hukum anti-korupsi. Namun demikian,
efektivitas penerapan SMAP  masih
terbatas karena keterbatasan sumber daya
manusia  yang  kompeten  dalam
implementasi SMAP. Oleh karena itu,
meskipun SMAP telah menjadi instrumen
preventif yang penting, keberhasilan
penerapannya sangat bergantung pada
komitmen internal organisasi serta
pembentukan  budaya kerja  yang
menekankan  integritas, etika, dan
tanggung  jawab  aparatur  secara
menyeluruh. Dengan demikian, penerapan
SMAP  bukan  sekadar  prosedur
administratif, melainkan merupakan upaya
strategis untuk menanamkan prinsip anti-
penyuapan dalam setiap aktivitas dan
pengambilan keputusan di PTUN Manado.

B. Saran

1. Bagi pembuat kebijakan dan instansi
pemerintah, Sehubungan belum diaturnya
penerapan SMAP dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
disarankan agar pembentuk undang-
undang memasukkan ketentuan mengenai
kewajiban penerapan Sistem Manajemen
Anti Penyuapan sebagai bagian dari upaya
pencegahan tindak pidana korupsi dalam
revisi Undang-Undang Tipikor di masa
mendatang. Pengaturan tersebut perlu
mencakup standar minimum SMAP, ruang



lingkup  penerapan  bagi  instansi
pemerintah dan badan hukum, mekanisme
pengawasan serta evaluasi, serta implikasi
hukum atas ketidakpatuhan terhadap
penerapan SMAP. Dengan adanya
pengaturan yang jelas dan mengikat,
SMAP diharapkan tidak hanya berfungsi
sebagai pedoman manajerial, tetapi juga
sebagai instrumen hukum preventif yang
efektif dalam  memperkuat sistem
pemberantasan tindak pidana korupsi
secara berkelanjutan.

2. Bagi PTUN Manado sebagai lembaga
yang telah menerapkan Sistem Manajemen
Anti  Penyuapan, disarankan untuk
memperkuat kapasitas sumber daya
manusia serta meningkatkan kualitas
internalisasi prinsip-prinsip anti-
penyuapan dalam seluruh aktivitas
organisasi. Mengingat efektivitas SMAP
sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas
kompetensi aparatur, PTUN Manado perlu
mengembangkan  program  pelatihan
intensif, sertifikasi kompetensi, dan
pembinaan rutin yang secara khusus
berfokus pada pemahaman risiko
penyuapan, mekanisme pelaporan, serta
standar ISO 37001:2016. Selain itu,
diperlukan pula penguatan budaya
organisasi berbasis integritas melalui
teladan pimpinan, penguatan sistem
reward and punishment, Dengan langkah-
langkah tersebut, penerapan  Sistem
Manajemen Anti Penyuapan tidak hanya
berjalan sebagai prosedur administratif,
tetapi benar-benar menjadi bagian dari etos
kerja aparatur dan mampu memberikan
kontribusi signifikan dalam pencegahan
tindak pidana korupsi di lingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
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